BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusaan masalah bahwa tunggakan pajak kendaraan
bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya
terealisasi, hal ini dapat dilihat dari :

1. Bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor tidak terpunggut di Kantor
Samsat Kabupaten Flores Timur tahun 2018 sekitar 94.80% pajak
kendaraan bermotor yang tidak terpungut atau tertunggak. Tahun 2019
sekitar 95.77% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut atau
tertunggak. Tahun 2020 sekitar 113,15% pajak kendaraan bermotor
yang tidak terpungut atau tertunggak. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pada tahun 2018-2020, secara umum mengalami peningkatan. Hal ini
disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak kendaraan, Luasnya wilayah dan Pembayaran secara
online

2. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Samsat Kabupaten Flores
Timur untuk tunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu melakukan atau
mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran pajak
(SUPER PKB) ; Membuat Membuat spanduk atau banner untuk
membayar pajak tepat waktu , Membuka Samsat Keliling, Membuka
Samsat Drive Thure Memberi keringanan pemutihan denda PKB dan
Bea Balik Nama. Berdasarkan aturan pada Samsat Kabupaten Flores

Timur untuk Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya
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meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat
waktu.
6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran
sebatas kemampuan penulis antara lain :

1. Membuat spanduk atau banner untuk membayar pajak tepat waktu
Reklame masih menjadi cara yang efektif untuk tujuan memperkenalkan
atau mempromosikan pembayaran pajak tepat waktu.

2. Membuka Samsat Keliling
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Gerai Samsat Keliling
hanya untuk pajak tahunana. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan
ganti plat nomor kendaraan harus datang langsung ke Kantor Samsat.
Pelayanan Samsat Keliling diberikan untuk memudahkan masyarakat agar
taat hukum.

3. Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur, sebaiknya membuka penetapan
gerai-gerai Conner samsat didaerah-daerah pelosok yang belum ada dengan
kawasan yang lebih luas.

4. Membuat Kebijakan untuk membantu masyarakat yang ekonominya
terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut juga menjadi strategi
untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari pajak.

5. Memberi keringanan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

memberikan pembebasan baik atas denda maupun bunga PKB.
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